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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Era pembangunan saat ini Indonesia terbelit dalam masalah 

krisis yang multidimensional baik krisis politik, krisis ekonomi, dan 

krisis budaya namun pembangunan dan perbaikan sarana dan pra 

sarana terus ditingkatkan. Kegiatan-kegiatan tersebut beroperasi 

didalam satu lingkungan yang terus menerus berkembang sebagai 

konsekuensi sosial dari perusahaan, tetapi juga dibatasi oleh sumber-

sumber dari perusahaan itu sendiri dan peraturan-peraturan yang ada. 

(Dharmmesta 2008, 4) 

Konsumen atau pelanggan mempunyai arti penting bagi PLN 

yang bergerak dibidang  jasa dan industri, organisasi PLN tidak akan 

mungkin dapat hidup tanpa didukung oleh keberadaan konsumen atau 

pelanggan. Konsumen atau pelanggan adalah faktor utama bagi ekstensi 

suatu perusahaan PLN, oleh sebab itu orientasi pada konsumen atau 

pelanggan merupakan syarat mutlak yang dipegang oleh PLN. Salah 

satunya memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi 

pelanggan agar terjadi hubungan yang baik antara PLN dan pelanggan.  

Menyadari akan semakin tingginya permintaan listrik maka 

peningkatan penjualan listrik harus pula di hadapai oleh pemerintah 

dan dalam hal ini adalah Perusahaan listrik Negara (PLN) dimasa-masa 

yang akan datang. Dengan adanya peningkatan dan penambahan 

permintaan tenaga listrik tersebut maka menimbulkan  masalah baru 

bagi perusahaan terutama dalam pelayanan yang diberikan kepada 

pelanggan listrik. Seperti perusahaan lain pada umumnya, Perusahaan 

Listrik Negara juga bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi dengan 

tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat. 
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Agar tujuan perusahaan dapat tercapai, maka perusahaan harus 

menjalankan kegiatan secara efektif dan efesien. (Istiawan 2006, 14). 

Sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pemakaian listrik. 

Untuk itu perusahaan dituntut untuk mengambil langkah-langkah yang 

tepat sehubungan dengan kelancaran operasi perusahaan, salah 

satunya adalah mempermudah pelayanan dan pembayaran listrik. 

Awalnya pembayaran voucher listrik hanya bisa di bayar secara 

langsung keloket PLN dengan membawa bukti pembayaran pulsa 

sebelumnya. karena kebutuhan  masyarakat selalu meningkat maka 

PLN mengeluarkan produk terbaru yang lebih menjanjikan kemudahan, 

kebebasan, dan kenyamanan bagi pelanggannya yaitu listrik Pintar atau 

sering disebut dengan Listrik Prabayar yang mana sistem 

pembayarannya menggunakan pulsa atau sering disebut dengan Token 

Listrik.  

Listrik pintar prabayar ini mulai diperkenalkan kepada 

masyarakat Sumatra Barat pada tanggal 27 Oktober 2010. PLN  

melakukan inovasi baru dengan nama listrik prabayar (LPB) seperti 

namanya, listrik Prabayar harus diisi ulang sebelum bisa digunakan. 

Sekarang listrik prabayar ini lebih dikenal dengan nama listrik pintar.  

Segala bentuk interaksi  terdapat dalam kajian bidang muamalah 

yaitu aktifitas yang dilaksankan seseorang atau beberapa orang dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. (Haroen 2007, 7). 

Fiqh muamalah dalam arti khusus ini membahas hubungan 

manusia dengan manusia tentang hak dan kebendaan yang menyangkut 

soal hutang, piutang, perserikatan, jual beli dan sebagainya. (Rozalinda 

2005, 3). 

Allah SWT mensyariatkan jual beli  sebagai suatu kemudahan 

untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia 

mempunyai kebutuhan yang berbeda, adakalanya kebutuhan itu ada 

pada orang lain. Salah satunya sarana dalam memenuhi kebutuhan 
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hidup itu adalah dengan jalan melakukan jual beli. Jual beli dibolehkan 

dalam Islam berdasarkan surat al-Baqarah ayat 275. 

yaitu: 

  …            …     

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah SWT 

telah menghalalkan jual beli  untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan 

mengharamkan riba dalam bentuk apapun.  

Secara etimologi, jual beli itu sendiri pertukaran mutlak. Kata al-

bai “jual” dan asy-syiraa , “beli” penggunaan keduanya disamakan 

dengan keduanya. Dua kata tersebut mempunuyai pengertian lafaz 

yang sama dan pengertian yang berbeda. Dalam syariat Islam, jual beli 

adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan 

keridhaan antara keduanya atau dengan pengertian lain memindahkan 

hak milik dengan hal yang lain persetujuan dan perhitungan materi. 

(Sabiq 2006, 120-121) 

Para ulama fiqh sepakat dengan menyatakan unsur utama dari 

jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak 

dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab dan 

qabul diucapkan dalam aqad jual beli, maka kepemilikan uang atau 

harta telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli 

berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang 

menjadi milik penjual. (Haroen 2007, 7) 

Adapun menurut ulama Hanafiyah syarat jual beli (ma’qud ‘alaih 

atau objek aqad), yaitu: 

a. Ma’qud alaih harus ada 

b. Harta harus kuat, tetap, bernilai 
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c. Benda tersebut milik sendiri dan dapat diserahkan. (Syafei 2001, 

76) 

Akad jual beli yaitu: 

a. Barang milik penjual 

b. Bermanfaat 

c. Barang itu suci 

d. Barang itu dapat diihat 

e. Dan barang itu dapat diserah terima. (As’ad, 163) 

Syarat-syarat tersebut adanya perbedaan pandangan mengenai 

objek barang (harta) yang akan diperjual belikan, menurut ulama 

Hanafiyah harta (al-mal) yaitu segala yang diminati manusia dan dapat 

dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, 

disimpan, dan dapat dimanfaatkan. 

Pengertian diatas, Fuqaha Hanafiyah menekankan batasan harta 

pada term iddikhar “dapat disimpan” yang mengisyaratkan pengecualian 

aspek manfaat. Menurut pandangan mereka “manfaat” tidak termasuk 

bagian dari konsep harta, melainkan masuk dalam konsep milkiyah. 

Menurut Jumhur Ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah 

mendefenisikan harta (al-mal), yaitu segala sesuatu yang mempunyai 

nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau 

melenyapkannya. Pengertian tersebut, fuqaha’ Syafi’iyah  

mengisyaratkan pandangan mereka bahwa harta tidak terbatas pada 

materi melainkan juga manfaat. (Mas’adi 2002, 10).  

Namun dalam praktik kehidupan sehari-hari tidak bisa dihindari 

dari beberapa permasalahan yang berkaitan dengan jual beli. Dalam 

praktik jual beli sering kali ditemukan beberapa persoalan dimana 

terdapat kurang atau tidak terpenuhinya syarat dan atau rukun jual beli. 

Salah satu diantaranya adalah karena menganut sistem kepercayaan dan 

mengikuti kebiasaan yang terjadi di suatu daerah. Ada jual beli yang 



5 
 

 

anggap sahih atau sah dan ada jual beli yang dianggap ghairu sahih atau 

tidak sah. 

Sesuai dengan kemajuan teknologi dibidang energi listrik, maka 

listrik menjadi suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan khususnya pada 

waktu malam hari, serta kebutuhan rumah tangga lainnya, tentu untuk 

menggunakan energi tersebut kita harus membayar dengan cara 

membeli token listrik. Pulsa listrik atau token PLN Prabayar adalah suatu 

produk PLN dengan banyak kelebihan untuk pengaturan penggunaan 

energi listrik malalui sistem meter elektronik Prabayar yang dapat diisi 

dengan sebuah kartu. Teknologi terbaru yang bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan pelanggan PLN, dengan token listrik PLN lebih 

cerdas dan hemat dalam mengendalikan pemakaian listrik sesuai dengan 

kebutuhan pemakaian pelanggan. 

Pembelian token PLN ini/stroom dapat dibeli dimana saja, 

seperti: ATM, melalui SMS Banking, dan diwarung-warung tertentu yang 

menjual token PLN. Harga token PLN terdiri dari denominasi Rp20.000, 

Rp 50.000, Rp 100.000, Rp 500.000, sampai dengan Rp 1000.000. dalam 

setiap nominal token PLN sudah termasuk :  

a. Daya listrik (Kwh). 

b. Biaya PPJ atau pajak penerangan jalan, perhitungannya tergantung 

daerah masing-masing, dan daerah Sumatra Barat di kenakan sebesar 

10%. 

c. Biaya Meterai. Untuk biaya meterai ini  terbagi menjadi dua, yang 

pertama, pembelian token senilai Rp. 250 ribu sampai satu juta maka 

biaya meterai sebesar 3 ribu rupiah. Yang kedua, pembelian token 1 

juta keatas maka biaya meterai dikenakan sebesar 6 ribu rupiah. 

d. Biaya administrasi, biaya berbeda ditiap bank atau gerai. 
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Tabel 1. 

Contoh bukti pembayara token listrik 

No meter  56503157598 

IDPEL 131123704966 

Nama IRZAWATI 

Tarif daya RI/ 1300VA 

NO REF 0BRS210Z071799CE 

Jumlah Bayar Rp 102,500  

PPN Rp 0 

PPJ Rp 9,091. 

Angsuran Rp 0 

Rp Stroom/ Token Rp 90,909. 

Admin Bank 2,500 

Jumlah KWh 62.0 

Stroom/Token  5431 0631 3556 3481 1615  

Sumber : Data Primer yang di olah 

Cara memasukkan kode token listrik prabayar  PLN ke meter  

pertama tentunya kita membeli token ke PLN, setelah itu kita 

memasukkan 20 angka kode token voucher yang kita terima saat 

pembelian , lalu akhiri dengan menekan Enter. Apabila sewaktu 

memasukkan kode token ada kesalahan  gunakan tombol “Backspace” 

untuk menghapus kesalahan dan memasukkan kembali kode atau angka 

yang benar. Apabila dilayar tertera “Accept” artinya kWh sudah 

ditambahkan kemeter. Dan apabila dilayar tertera “Reject” berarti kode 

token yang kita masukkan salah, atau kode token PLN yang kita beli 

salah. 

Ditemukan bahwa Bapak Andri salah satu penjual token listrik 

yang merk tokonya yaitu Central Pulsa, dia mengatakan bahwa setiap 

konsumen yang membeli token kepadanya, dia akan mengenakan biaya 

administrasi sebesar Rp 2000 dalam setiap transaksinya, dan jumlah 
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kWh yang konsumen terima tergantung kepada besarnya jumlah 

nominasi yang konsumen beli, tokonya sudah bekerja sama langsung 

dengan PLN dalam penjualan pulsa token listrik ini. ( Andri, 2017) 

Diwawancarai Asmi salah satu mahasiswa UIN IB Padang yang 

berbisnis menjual pulsa elektrik dan token listrik, selama ini ia membeli 

saldo melalui bank dengan jumlah Rp 100.000. Dan saya mendapatkan 

untung dalam setiap transaksi jual belinya sebesar Rp 2500. Dan jumlah 

Kwh yang konsumen dapat juga sama dengan  penjual lainnya. (Asmi, 

2017)  

Menurut Ulfa sebagai konsumen, selama ini saya membeli token 

dengan harga nominasi Rp. 20.000 ditempat penjualan pulsa elektrik 

atau konter, saya dikenakan biaya tambahan yaitu administrasi sebesar 

Rp 2.500 dan biasanya dengan nominasi tersebut saya dapat 

menggunakan listrik selama  seminggu dan pemakaiannnya juga tidak 

terlalu banyak hanya keperluan anak kos saja, seperti magic, lampu, 

kipas angin, dan TV. Pada saat pembelian token, saya hanya diberi nomor 

token yang berjumlah 20 digit oleh penjual tanpa struk bukti 

pembayaran. Bukti struk pembayran sudah saya minta kepenjual tetapi 

penjual tidak bisa memberikan,  karena dia menjual hanya dengan 

Handphone. (Ulfa, 2017) 

Menurut Bapak Raka, selama ini dia membeli token listrik dengan 

denominasi Rp. 100.000 melalui kontor Pos, dan Bank, dan saya selalu 

mendapatkan 62 Kwh namun biaya adminstrasinya saja yang berbeda 

yaitu ketika membeli di loket PLN biaya administrasinya dikenakan 

sebesar Rp. 2000, dan ketika membeli di Pos dan Bank dikenakan biaya 

administrasi sebesar Rp. 2.500. Selama ini dengan jumlah 62 Kwh pak 

Raka mampu memanfaatkan jasa listrik selama dua minggu bahkan lebih 

tergantung dengan pemakaiannya saja. Daya Watt  yang saya gunakan 

1300 VA. Menurut saya listrik prabayar ini terlalu boros bila 
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dibandingkan dengan sistem yang lama. Karena dengan sistem yang lama 

biasanya kami dikenakan Rp 85.000 perbulan. (Raka, 2017) 

Menurut Tika sebagai konsumen, saya memakai listrik dengan 

daya 1300 VA. Selama ini saya membeli token dengan nominasi Rp. 

50.000 melalui ATM BRI, biaya administraasi yang di dikenakan sebesar 

Rp. 2.500, dengan jumlah nominasi sekian saya mampu memanfaatkan 

jasa listrik paling lama dua minggu. Menurut saya, dengan sistem 

prabayar ini sangat boros dibandingkan dengan sistem pascabayar, 

karena pulsa yang dibeli itu tidak tahan lama. Dan nominasi yang kita 

beli tidak sesuai dengan yang kita inginkan., Karena uang yang kita beli 

tersebut sudah dipotong dengan biaya PPJ. sehingga biaya untuk 

membeli pulsa token  tersebut tinggal sedikit karena dikurangi. Kalau 

dihitung-hitung pengeluaran listrik dalam sebulan itu saya bisa 

mengeluarkan biaya sebesar Rp. 120.000. pada saat pembelian melalui 

ATM saya mendapatkan bukti struk pembayaran yang tercetak secara 

otomatis. (Tika, 2017) 

Penjualan token listrik yang terjadi antara penjual dan pembeli 

yaitu pihak PLN dan konsumen juga dihadiri  oleh  pihak ketiga seperti 

Bank, dan mitra Bank yaitu PPOB (Payment Poin Online Banking). 

Seperti, agen penjualan pulsa atau konter pulsa. Tetapi dalam penjualan 

yang terjadi pada konter-konter yang menyediakan jasa penjualan token 

listrik, dimana sebagian penjual tidak dapat memberikan bukti struk 

pembayaran kepada konsumen yang mana dalam struk tersebut adanya 

penjelasan tentang jumlah kWh dan pemotongan biaya-biaya lainnya. 

pembeli hanya menerima nomor token listrik yang berjumlah 20 digit 

dari pembeli. Tanpa ada bukti pembayaran serta penjelasan dari penjual. 

Sehingga konsumen ada yang merasa dirugikan serta khawatir adanya 

unsur penipuan, baik dalam pemotongan biaya maupun dalam jumlah 
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kWh yang diterima. Pulsa yang dibeli oleh konsumen cepat habis atau 

boros apabila dibandingkan dengan listrik pascabayar. 

 Berdasarkan permasalahan yang terjadi mengenai jual beli token 

listrik dilapangan.  Masalah ini menarik untuk dieliti lebih jauh dan 

menuangkannya secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Token 

Listrik (studi kasus di Kelurahan Anduring kecamatan Kuranji kota 

Padang). 

2. Rumusan dan Batasan Masalah 

2.1 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan 

diatas, agar penelitian ini lebih terarah dan jelas, maka yang akan 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli token listrik di Kelurahan 

Anduring kecamatan kuranji kota padang ? 

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual 

beli token listrik di Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji kota 

Padang. ? 

2.2 Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya maka penelitian 

ini dibatasi hanya mengambil data di kelurahan Anduring  

Kecamatan Kuranji kota Padang saja. 

3. Pertanyaan Penelitian 

Yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah: 

3.1 Bagaimanakah pelaksanaan jual beli token listrik di Kelurahan 

Anduring kecamatan kuranji kota padang. ? 
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3.2 Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam tentang jual beli token 

listrik di Kelurahan Anduring kecamatan kuranji kota padang. ? 

4. Signifikasi Penelitian 

Permasalahan jual beli token listrik ini penting untuk diteliti 

karena listrik merupakan komuditas utama masyarakat, dan 

berhubungan dengan salah satu permasalahan dalam bidang muamalah, 

sehingga perlu mencari penyelesaian dalam Islam, termasuk jual beli 

yang dilakukan oleh penjual token dan konsumen yang membeli token 

tersebut, sehingga adanya ketransparanan atau kejelasan saat 

berlangsungnya akad jual beli, dan tidak bertentangan dengan fiqh 

muamalah serta dapat memberikan kontribusi ilmu serta pemahaman 

kepada masyarakat dalam membeli token listrik di Kelurahan Anduring 

Kecamatan Kuranji kota Padang 

4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

4.1.1 Untuk mengetahui proses jual beli token listrik di kelurahan   

Anduring Kecamatan Kuranji kota Padang. 

4.1.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap 

pelaksanaan jual  beli token listrik di Kelurahan Anduring 

Kecamatan Kuranji kota Padang. 

4.2 Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

4.2.1 Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, dan bagi 

pembaca tentang jual beli sehingga sesuai dengan dengan 

hukum Islam  

4.2.2 Untuk menambah literatur dalam kajian jual beli, serta   

menambah wawasan, pengetahuan masyarakat, dan kalayak 
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ramai mengenai jual beli pulsa token sehingga masyarakat 

mengetahui transparannya jual beli token listrik sehingga 

sesuai dengan syariat Islam.  

4.2.3 Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat 

guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Muamalah 

Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang.  

5. Studi Literatur 

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan cara 

menelah karya tulis ilmiah yang sudah pernah membahas tentang jual 

beli token listrik. 

Pertama, karya ilmiah yang ditulis oleh Alif Asdianto Bp: 

D0108030 dengan pembahasan  “Efektivitas Program Listrik Prabayar Di 

PT. PLN (Persero) Rayon Wonogiri” yang menjadi rumusan masalah 

disini adalah bagaimana Efektivitas  Program listrik prabayar di PT. PLN 

(persero) Rayon Wonogiri. Dari hasil penelitianya diambil kesimpulan 

bahwa tingkat kesasadaran masyarakat akan kemampuan dirinya 

ditunjukan dengan adaptasi pelanggan program listrik PT. PLN (persero) 

Rayon Wonogiri terhadap teknologi yang terdapat pada meter listrik 

Prabayar. Teknologi yang digunakan meter konvensional dengan meter 

listrik prabayar berbeda. Untuk meter konvensional hanya dilengkapi 

dengan nomor yang menunjukkan angka-angka konsumsi listrik. Tetapi, 

yang terdapat pada meter listrik prabayar menggunakan tombol angka 

yang berguna untuk memasukkan stroom  dan juga dilengkapi dengan 

layar digital, dari layar tersebutlah pelangan mengetahui jumlah sisa 

stroom yang dimiliki dan juga bisa untuk mengetahui konsumsi listrik. 

Dengan perubahan teknologi tersebut pelanggan masyarakat mampu 

beradaptasi. Jadi adanya listrik prabayar mampu meningkatkan 

kesadaran masyarakat  atas kemampuan dirinya. jadi indikator ini dapat 
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dikatakan efektif karena program listrik prabayar mampu mengubah 

prilaku seseorang  bahkan dapat menghilangkan perilaku pelanggan 

yang melakukan tunggakan rekening listrik.     

 Kedua, karya ilmiah yang dibuat oleh Nalis Nazir Bp 309 232 

dengan pembahasan “jual beli pulsa elektrik menurut fiqh Hanafiyah” 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah pandangan fiqh Hanafiyah terhadap jual beli pulsa 

elektrik. Dari hasil penelitiannya dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 

jual beli pulsa, objek barang yang diperjualbelikan mengandung aspek 

manfaat dan bernilai harta. Menurut ulama Hanafiyah manfaat itu 

bukanlah harta tetapi termasuk kepada hak milik. Jad yang tergolong 

kepada harta menurut Hanafiyah hanya yang bersifat materi. Harta yang 

dimaksud disini adalah sesuatu yang berwujud. Dapat disimpulkan 

bahwa jual beli pulsa elektrik menurut fiqh Hanafiyah tidak termasuk 

kedalam konsep jual beli karena manfaat yang terkandung dalam pulsa 

tidak bernilai harta dan belum memenuhi rukun dan syarat jual beli yang 

telah ditetapkan. 

Ketiga, karya ilmiah yang dibuat oleh Wardatul Wildiana dengan 

Bp : 102311077 dengan pembahasan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Jual Beli Pulsa Hand Phone dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi 

Kasus Di PT Veritra Sentosa Internasional Semarang)” yang menjadi 

rumusan masalah disini adalah bagaimanakah tinjauan hukum Islam 

terhadap praktek jual beli pulsa hand phone dengan sistem MLM di PT. 

Veritra Sentosa Internasional Semarang. Dari hasil penelitiannya diambil 

kesimpulan bahwa dalam perspektif hukum Islam pada pelaksanaan jula 

beli pulsa sistem MLM di PT VSI semarang telah sesuai dengan hukum 

Islam dalam hal ini telah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. 

Namun, dalam praktek pelaksanaan jual beli pulsa dengan sistem ini 

terdapat unsur gharar. Dikatakan demikian karena pada sistem 
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pembelian KP25, pihak perusahaan tidak menjelaskan diawal akad 

terkait keharusan untuk melakukan deposit kembali. Sehingga dalam hal 

ini unsur ‘an taradhin (kerelaan) diantara kedua belah pihak belum 

sepenuhnya terpenuhi. Adapun dalam pembagian komisi ada beberapa 

yang tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009, 

yaitu komisi atau binus yang tidak berkaitan secara langsung dengan 

nilai penjualan atau volume penjualan. Bonus atau komisi yang tidak 

sesuai adalah komisi sponsor, komisi leadership, komisi generasi 

leadership dan bonus generasi sponsor. 

Berdasarkan permasalahan yang telah ditulis dalam bentuk karya 

ilmiah diatas, maka penulis menyimpulkan  bahwa karya ilmiah yang 

akan penulis bahas berbeda dengan karya ilmiah yang telah dibahas oleh 

peneliti diatas. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang 

bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli 

token listrik studi kasus di kelurahan Anduring Kecematan Kuranji Kota 

Padang. 

 

6. Kerangka  Teori 

Landasan teori yang digunakan adalah konsep jual beli (al-bai’i). 

al-Bai’i didefenisikan oleh Wahbah al-Zuhaily adalah tukar menukar 

sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata al-bai’i dalam arab terkadang 

digunakan untuk mengartikan lawannya, yaitu kata al-syira’ (beli). 

Dengan demikian, kata al-Bai’i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti 

beli. 

Makna al-bai’i (jual beli) menurut istilah dan beberapa defenisi 

dan yang paling bagus adalah defenisi yang disebutkan oleh syaikh Al- 

Qayubi dalam Hasyiyah-nya bahwa: “akad saling mengganti harta yang 

berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk 

tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqqarub kepada Allah.”  



14 
 

 

Kata aqad untuk terjalinnya suatu aqad atau hak milik yang lahir 

dari sebuah akad seperti dalam ucapan sesorang “fasakhtu al-bai’a” 

artinya jika akad yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan lagi, walaupun 

maksud yang sebenarnya adalah yang membatalkan hal-hal yang 

menjadi akibat dari akad. Dari ucapan penulis dapat diambil beberapa 

faedah, dimana jual beli mempunyai beberapa sebutan: sebutan untuk 

tamlik dan akad, dan juga untuk menukar satu benda dengan benda lain 

secara mutlak, dan yang terakhir untuk istilah syira’  (membeli) yang 

merupakan tamalluk (menjadi hak milik). (azzam 2014, 24). 

Menurut Hanafiyah akad jual beli jumlahnya sangat banyak, 

namun kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi. 

1. Dilihat dari segi sifatnya jual beli terbagi kepada dua bagian , yaitu 

jual beli sahih dan jual beli ghair sahih. 

a. jual beli sahih adalah jual beli yang disyariatkan dengan 

memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual 

beli sahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada 

ukurannya maupun syaratnya. 

b. jual beli ghair sahih adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama 

sekali oleh syara’, dan dinamakan jual beli batil, atau jual beli yang 

disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya) tidak 

sifatnya, dan ini dinamakan jual beli fasid. 

2. Dilihat dari sighatnya jual beli terbagi kepada dua bagian , yaitu jual 

beli mutlaq dan ghair mutlaq. 

a. Jual beli mutlaq adalah jual beli yang dinyatakan dengan sighat 

(redaksi) yang bebas dari kaitannya denga syarat dan sandaran 

kepada masa yang akan datang. 

b. Jual beli ghair mutlaq adalah jual beli yang shighatnya 

(redaksinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau 

disandarkan kepada masa yang akan datang. 
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3. Dilihat dari segi hubugannya dengan objek jual beli, dibagi kepada 

empat bagian : 

a. Jual beli muqayadhah adalah jual beli barang dengan barang , 

seperti jual beli binatang dengan binatang, beras dengan gula, 

atau mobil dengan mobil. Jual beli semacam ini hukumnya sahih, 

baik barang tersebut jenisnya sama atau berbeda, baik dua-

duanya ari jenis makanan atau bukan, apabila barangnya satu 

jenis, maka disyaratkan tidak boleh ada riba (kelebihan) 

b. Jual beli sharf adalah tukar menukar (jual beli) emas dengan emas, 

perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya 

dengan yang lain (emas dengan perak, atau perak dengan emas). 

c. Jual beli salam adalah penjualan tempo dengan pembayaran tunai. 

Atau jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang 

disebuttkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya 

dilakukan dengan tunai. Orang yang memesan disebut muslam, 

orang yang memiliki barang disebut dengan muslim alaih, dan 

barang yang dipesan disebut muslam fih dan harganya disebut 

ra’su mal as-salam. 

d. Jual beli mutlaq adalah jual beli yang dinyatakan dengan sighat 

(redaksi) yang bebas dari kaitannya denga syarat dan sandaran 

kepada masa yang akan datang. 

4. Ditinjau dari segi harga atau ukurannya, jual beli terbagi kepada 

empat bagian : 

a. Jual beli murabahah adalah jual beli dimana sipenjual menawaran 

harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang 

diinginkannya. 

b. Jual beli tauliyah adalah jual beli barang sesuai dengan harga 

pertama (pembelian) tanpa tambahan. 

c. Jual beli wadhi’ah atau yang disebut juga al-mahathah adalah jual 

beli barang dengan mengurangi harga pembelian. 
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d. Jual beli musawamah jual beli yang biasa berlaku dimana para 

pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga 

mereka sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang meraka 

lakukan. (muslich, 2015, 201-208) 

 

7. Metode Penelitian 

Skripsi ini menggunakan beberapa metode, hal ini dimaksudkan agar 

data penulisan itu sistematis dan dapat mencapai tujuan sesuai dengan 

judul skripsi ini. 

7.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam membahas masalah ini 

adalah field research yaitu penelitian ini dilakukan langsung 

kelapangan dengan mencari data-data yang berhubungan dengan 

pembahasan yang akan diteliti. Lapangan atau obyek dalam pelitian 

ini adalah m-kios yang menjual pulsa token dan rumah masyarakat 

yang membeli token listrik. 

7.2  Data dan Sumber Data 

Penelitian ini memeiliki dua data yaitu:  

7.2.1 Data Primer, adalah data yang langsung diperoleh dari 

sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian 

(Suryabrata 1983, 84), yakni jual beli token yang dilakukan 

oleh konsumen dengan m-kios Anisa cellular (agen). 

7.2.2 Data sekunder, adalah data yang berasal dari orang kedua 

bukan data yang datang secara langsung, namun data-data ini 

mendukung pembahasan penelitian, untuk itu beberapa 

sumber buku atau data yang akan membantu mengkaji secara 

kritis diantaranya adalah buku-buku yang berkaitan dengan 

tema penelitian tersebut. (Moelong. 2006, 206). 
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7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian 

ini menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

7.3.1 Observasi, adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-

gejala yang diselidiki. (Narbuko,2002,107) 

Sebelum mencari data terlabih dahulu ditinjau keadaan 

dilapangan, yaitu dengan cara menemui konsumen yang 

dikenal untuk diwawancarai dan  mewawancarai  penjual pulsa 

dengan cara membeli pulsa token kepadanya, sehingga dengan 

cara ini orang yang akan diwawancarai tidak merasa 

terganggu. 

7.3.2 Wawancara, adalah mengadakan dialog atau proses Tanya 

jawab langsung dengan responden untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan (Moelong 2000, 135).  

Wawancara ditujukan kepada konsumen atau 

pelanggan listrik prabayar yang membeli token listrik melalui 

mitra yang bekerja sama dengan PLN seperti, POS, Bank, ATM 

dan counter penjual pulsa elektrik. 

7.4 Teknik Analisa Data 

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah  teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan 

mengumpulkan semua data dilapangan selanjutnya dilakukan 

pengolahan data, dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan yang 

logis dan sistematis.  


